
WAUKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 26 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADWN NOMOR 34 

TAHUN 2016 TENT.ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, RINCI.AN 

TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN 

KELUARGABERENCANA 

Menimbang 

Mengin.gat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 
tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kesehatan dan 

Keluarga Berencana maka Peraturan Walikota Madiun 
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tu.gas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas Kesebatan dan Keluarga Berencana dipandang 

sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud da1am buruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tu.gas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga 

Berencana; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara ; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pe.merintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 
4. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

't 
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6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 

teatang Pedoman 'l'e.knis Pengorganisasian Dina.s 

Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kola ; 

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 'l'ahun 2016 

lenl.ang Pembenu1kan dan Susunan Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 'l'ahun 2017 

tencang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerab; 

9. Peraturan Watikola Madiuo Nomor 34 'l'abun 2016 

lcalang Kedudukan, Susuaan Orga.n.isasi, Rincian Tugas 

dan Fuogsi, serta Tata KeIJa Dinas Keschatan dan 

Kcluarga Berencana ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 34 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS KESEBATAN DAN KELUARGA 

BERENCANA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 34 'l'ahun 2016 lentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan clan Keluarga Berencana (Berita Dacrah 

Kola Madiun Tahun 2016 Nomor 34/C'r), diubah sebaga.i 

bcrikut : 

L. Ketentuan angka 2 huruf d ayal (1) Pasal 3 dihapus, 

sehingga PasaJ 3 secara keseluruhan berbunyi scbagai 

berikut: 

Pasal 3 

( I J Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : 

a. Unsur Pimpinan : KepaJa Dinas ; 

b. Unsur PembanLu : Sekretarial; 

c. Unsur Pelaksana : 

1. B1dang Kesehacan Masyarakat; 

2. Bida11g PencegaJ1an dan Pengendatian Penyakit ; 
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3. Bidang Pelayanan <lan Sumber Daya 

Kcsehatan ; dan 

4. Bidang Keluarga Berencana. 

d. UPTD : 

1. UPTD Puskesmas : dan 

2. dlhapus, 

e. Kelompok ,1abatan Fu.ngsional. 

(2) Dinas dipimpin ole-b scorang Kepala Dinas yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikot.a melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekrctariat dipimpin oleb seorang Sek:retaris yang 

berada di bawah dan benanggungjawab kepada 

Kcpala Dinas. 

(4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan berumggungjawab 

kepada Kepala Dinas. 

(5) Masing-masing UPTD diprmpin o lch seorang Kepala 

UPTD yang berada di bawab dao bertaoggungjawab 

kepada Kepala Dinas. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 

Tenaga Pungsional Senior yang ditunjuk Qleh Kepala 

Dinas. 

(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana 

djmaksud pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran 

Peraturan Walikota ini. 

2. Ketentuan huruf a ayat (2) diubah dan dianrara huruf a 

dan b ayal (2) Pasal 4 disisipkan 1 (salu) huruf yakni 

huruf a 1, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi 

sebagai berilrut : 

Pasal4 

(11 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf a mempunyai tugas membanlu 

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang kesehatao yang menjadi kewenangan Daerah 

dan cugas pembantu-an yang diberlkan kepada 

Daerab. 
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(2) Unluk melaksanakan Lugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat lll, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. perumusao kebijakan di 
masyarakaL, pencegahan 

bidang kesehalan 

dan pengendalian 

penyakil, pelayanan kesehatan, kefannasian. alat 

keschatan, perbekaJan kesehatan rumah cangga, 

sumber daya keschata.n, pengcndalian kuantltas 

penduduk, Keluarga Berencana, kcr.ahanan dan 
kesejahteraan keluarga ; 

al. penyelcnggaraao urusan pemerintahan dan 
pelayanan umum di bidang kesehaLan dan 

keluarga berencana ; 

b. pelaksanaan kebijakan d1 bidang kesehatan 
masyaral<at, pencegahan dan pengclldalian 

penyakit, pelayat1an kesehalan, kefannasian, alat 
keschatan, perbekalan kesehatao rumah ta.ngga, 
sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas 

penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 
c. peJaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

kesehatan masyarakat, pencegahan dan 
peogendalian penyakit, pelayana:n kesehatan, 
kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan 

kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehat.an, 

pcngendalian kuanlitas pcnduduk, Keluarga 

Bcrencarna, ketahanan dan kesejahteraao 
keluarga ; 

d. pelaksanaan admin.istrasi dinas sesuai dengan 

Lingkup lugasnya ; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang bersifal kedioasan 

yang cliberikan oleh Walikota. 

3. Dian.cara huruf f ciao huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 

1 (satu) huruf yakni huruf fl , sehingga Pasal 5 secara 

keseluruhan berbunyi scbagai berikul : 

PasalS 

(I) Sek'Teta riat sebagai.rnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(l) huruf b mcmpunyru tugas melaksanakan 
koorclinasi, pelaksanaan clan pcmberian clukungan 

administrasi kepacla scluruh unsur organisasi di 

lingkungan dinas. 
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(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud 

pada ayaL (1), Sekretariat n1empunyai fungsi : 

kebijakan 

program 

teknis, 

kerja 

penyusunan 

dan evaluasi 
a . pcrumusan 

perencanaan 

pe!aksanaan 

b. pelaksanaru, 

Lugas-tugas pada Sekretariat ; 

koordinasi penyusunan program 

kcgiatan dan penyelenggaraan tugas-lugas Bidang 

secara lerpadu dan t-ugas pe!ayanan adroioistratif; 

c. pe.ngelolaan administrasi u.mum, rumah tangga, 

dan perlengkapan : 

d. penge!ola.<in urusan keh'11roasan dan keprotokolan 

di !ingkungan Dloas ; 

e. pengelolaa11 administrasi dan pernbinaan 

kepegawaian di lingkungan Dinas ; 

f. pelaksanaan administrasi keuangan dan 

pembayaran gaji pegawaj di lingkungan Dinas ; 

fl. penyusunan rencana program, 

pelaksanaan/pengadaan. dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana di lingkungan dines ; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang dibcrikan oleh Kepala Dinas. 

4. Diant.ara huruf g dan huruf h ayat (I) Pasal 7 disisipkan 1 

(satu) burui yakni huruf gl, sehingga Pasal 7 secara 

keseluruban berbunyi sebagai bcrikut : 

Pasa17 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud dala.m Pasal 6 ayat ( l) buruf a mempunyai 

rugas : 
a. mclakukan pcnyusunan perencana.an program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi 

pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar dalam 

bidang kesehatan ; 
c. melakukan urusan surat-mcnyurat dan tala 

kearsipan; 
d. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan 

kantor ; 
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e. melalrukan urusan kehumasan, protokoler, 

upacara da11 rapal dinas. 

f. melakukan urusan pengendalian tata usaha 

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pengadministrasian dan perawaran barang-barang 

inventaris sesuai kctentuan pcraturan 

perundang-undangan ; 

g. menyusun, mengolah dan mcmclihara data 

ad ministrasi kepegawa.ian ser ta data kegiatan 

yarlg berhubungan dengan kepegawaian di 

lingkungan Dinas ; 

gl. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, 

mela ksana kan / mengada.kan, dan memelihara 

sarana dan prasarana di lingkungan Dinas ; dan 

h . melalrukan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang dJberikan oleh Sckrctaris. 

(2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (I) huruf b mempunyai lugas : 

a. melakuka.J, penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub 

Bagian Perencanaan ; 

b. melakukan penyusuna n pcrcncanaan program, 

evaluasi dan pelapoi-an di lingkungan Dinas ; 

c. melakukan pela.ksanaan kebija.kan tcknis. 

koordinasi, pembinaa.n, pemant.auan, evaluasi da.n 

pe-laporan di bidang imple.mentasi !;istem infonnasi 

kesehatan dan e- kesehalan ; 

d. mela.kukan pelaksanaan kebiJakan teknis, 

koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi 

dan pelapora.n di bidang pengelolaan aplikasi, 

database dan inrrastruktur teknologi informasi 

kesehatan; 

e. melakukan pela.ksanaan. kebijakan teknis, 

koordinasi, pembinaan, pemantauan, cvaluasi 

d.an pelaporan di bidang pengumpulan, 

pengelolaa.L1, analisis data kesehatan, penyajlan 

dan d.iscminasi dan pelayanan inrormasi 

kesehatan: 
f. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, 

koordinasl , pembinaa..n, pemantauan, evaluas1 

dan pelaporan di bidang evaluasi ekonomi 

pembiayaan keschatan ; 
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g. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan
bahan untuk keperluan penyusunan dokumen 
perencanaan dan pcnganggaran yang berisi 
rencana pcndapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APBD serta 
pen1ba.hannya di lingkungan Dinas ; dan 

h. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan 
yang dibcrikan oleh Sckretaris. 

(3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud daJarn 
Pasal 6 ayal (1) huruf c mcmpunyai tugas : 
a. melak:ukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub 
Bagian Keuangan ; 

b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan ; 
c. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji 

pegawai; 
d. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan

bahan untuk keperluan penyusunan d.oln1men 
yang memuat pcndapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran 
serla perubahannya di lingkungan Dinas ; 

e. melakukan penyiapan bahan. koordinasi dan 
pengelolaan tata laksana keuangan sacuan kcrja 

Badan Layanan Umum Daerah ; dan 
f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

5. Di.a.nl.ara bun.if d dan huruf e ayat {2) Pasal 14 disisipkan 
1 (satu) huruf yakni huru:f d 1, sehingga Pasal 14 secara 
keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pas al 14 

(lJ Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c 
angka 3 mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehalan 
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan 
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan 
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta 

sumber daya kesehatan. 



- 8 -

(2> Uotuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayaL (l), Bidang Pelayru)an dan Sumber Daya 

Kesehatan mempunyai fun.gsi : 

a. peru.musan kebijakan operasional di bidaog 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan 

kesehalan r'Ujukan Lennasuk peningkatao 

mutunya, 

kefarmasian, 

pelayanan kcsehatao 

alat kesehatan dan 

u-adisional, 

perbekalan 

kesohatan rumah tangga 

kesehatan; 

scna su.mber daya 

b. pelaksanaan kebljakao 

pelayanan keseharan 

operasional 

primer dan 
di bidang 

pclayanan 

kesehatan rujukan termasu.k peningkatan 

mutunya, pelayanan kesehatan 

tradisional,kefarmasian, ala.t kcschatan da.n 

pcrbekalan kesehatan rumah t.angga serta sumber 

daya kesehatan ; 

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supcrvisi dj 

bidang pclayanan kesehatan primer dan pelayanan 

kesehatan rujukan termasuk peningkatan 

mucunya, pelayanan kesehatan tradisional, 

kefarmasian, alal kesehatan dan perbekalan 

kcsehaian n I mah tangga serta sum ber daya 

kesehaca11 ; 

d. pclaksanaan pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan 

di bidang pc.layanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan rujukan termasuk 

peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan 

tradisional, keformasian, alai kesehatan dan 

perbekalan kesehatan rumah langga serta su:rnber 

daya kesehatan ; 

d l. pcnyusunan rcncana prognun, 

pelaksanaan/ pengada.an sarana di Bidang 

Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang bersifal kedinasan 

yang cliberikan oleb Kepala Dinas. 

6. Kctentuan hu.ruf t ayat (1) diubal1, dan dianlara huruf j 

dan huruf k ayal (2) Pasal 16 disisipkan 6 (cnam) huruf 

yakni huruf j I, huruf j2, huruf j3, huruf j4, bu:ruf j5, 

huruf j6, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi 

se bagai bcrikut : 
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Pasal 16 

(I) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) hun1f a mempunyai tugas: 

a. melakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Pelayanan KC13ehatan ; 

b. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, 

koo.rclinasi, pembi.naan, pemantauan, evalua.si dan 

pelaporan di bidang upaya keseh.acan masyarakat 

dan upaya kesehatan peror-dllgan pada pusat 

kesehatan rnasyarakat ; 

c. mela.kukan pelaksanaan kebijakan teknis, 

koordina&i, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pelayanan kesehatan clan 

penunjang pelayanan kesehatan pada pusat 

kesehatan masyarakat; 

d. rnelak:ukan pelaksanaan kebijaka.n teknis, 

koorclinasi, pembinaan, pernanLauan, evaJuasi dan 

pelaporan di bidang pelayaoan kesehatan clan 

penunjang pelayanan .kesehatan pada kJinik ; 

c. mela.kukan pelaksanaan .kebijakan telmis, 

koordinasi, pembinsa.a , pemantauan, cvaluasi dan 

pelaporan cU biclang pclayanan med.is dan non medis 

pada praktik perorangan ; 
f. mela.kukan pcla.ksanaan kebijakan teknis, 

koorclinasi, pembinaan, pemantauan, evaluas1 dan 

pelaporan di bidang mutu dan akreditasi sarana 

pelayanan kesehatan; 

g. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis. 

koordinasi, pcmbioaan, 

pelaporan d1 bidang 

pemantauan, evaluasi dao 

pelayanan mcdik dan 

lrept,-r-.a wa tan ; 

h. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, 

koordinasi, pembinaan, pemantauan, cvaluasi dan 

pela.poran cli bidang pelayanan penunjang medik dan 

non medik ; 

1. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, 

koorclinasi, pembinaan, pema:ntauan, cvaluasi dan 

pelaporan cU bidang pelayanan gawat darurat 

lcrpadu pra rumab sakiL dan antar n..unah sakit; 
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j . melakukan pelaksanaan kebijakan tekn1s, 

koordinasi, pembinaan, pemantauan, cvaluasl dan 

pelaporan cli bidang pengclolaan pclayanan rujukan 

dan evaluasi rumah sakit ; 

k. melakukan pelaksanaan kebljakan tekrus, 

koorclinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan cli bidang sarana, prasarana dan pcralat.an 

pada rasilit.as pelayanan kesehatan rujukan dan 

kesehatan la.innya ; 

I. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, 

koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaJuasi dan 

pelaporan cli bidang mutu dan akreditasi pclayanan 

kesehatan rujukan ; 

m.mela.kukan pelaksanaan kebijakan teknis, 

koordinasi, pembinaan, pemantauan. evaluasi dan 

pelaporan di bidang pelayanan kcsehatan penyehat 

tradisionaJ dan panli sehal ; 

n. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, 

koordinasi, pembioaao, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pelayanan keseh,atan traclis.ional 

integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pt->rtama dan Janjutan ; 

o. melakukan pelaksanaan kebijaka.n teknjs, 

koordinasi, pemhioaao, pemantauan, evaluasl dan 

pelaporan di bidang pcrcncanaan, pcndayagunaan, 

peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu 

sumber daya manusia kesehatan tradisionaJ ; 

p. melakukan pemberian rekomendasi pengajuan izin, 

bimbingan t.eknis dan pembinaan sarana pelayanan 

kesehatao Lradisional, tenaga kesehaian tradisional 

dan pcnyebat tradisional ; 

q. melaksanakan pembinaan produksi d.a.n penggunaan 

obat tradisionaJ pada sarana pelayanan kesehatan 

tradisional, tenaga kesehar.an tradisional dao 

penyehat Lradisional ; 

r. melakukan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian pengembangan obat 1.radis10nal di 

masyarakat ; 
s. melakukan pemberdayaan masyarakat melalui 

asuhan mandiri kesebaran tradisional ; dan 
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t. rnelakukan tugas Jain yang bersifal kedinasan yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Pcla)anan clan Sumber 
Daya Kesehalan_ 

(2) Seksi Farmasi dan Alat Kesebata.n sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (I) hurufb mempunyai 
tugas: 
a. melakukan penyusunan pcrencanaan program d.an 

cvaluasi pelaksana.an rugas-tugas pada Seksi 
Farmas1 dan Alal Kesehat.an ; 

b. rnclakukan pelaksanaan kebijakan wknis, 
koordinasi, pcmbinaan, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian 
keterscdia.an obal publik dan perbekalan 
ke-sehatan; 

c. melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, 
koordlnasi, pem.binaan, pemant.auan, evaluasi da.n 
pelaporan di bidang manajemen dan kJinikal 
farrnasi ; 

d. melakukan pclaksanaan kebijakan tcknis, 
koordinasi, pembi.naan, pemantauan, evaluasi clan 
pclaporan di bidang peningkatan dan pemantauan 
penggunaan obal tradisional; 

e. melakukan pelaksanaan lrebijakan teknis, 
koordinasi, pembinaan, pemanrauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang produksi dan dislribusi obat 
publik dan pcngamanan pangan dalam rangka 
upaya keschat.an ; 

f. melakukan pelaksanaan kebijakan tclmis, 
koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang produksi dao distribusi obat 
tradisi.onal dan kosmetlka ; 

g. melakukan pembi.na.an dan pengawasan pada 
sm·ana pelayanan kefarmasian ; 

h. melakukan pcmbinaan teknis makanan dan 
minuman pada pusat pembelanjaan ; 

1. melakukan penyusunan rencana kebutuhan. 
pengadaan, pemeliharaan dan perbalkan al.at 
keschatan serta penunjang pelayanan kesehatan ; 

J, meJakukan pcmbinaan dan pengaw"asan peredal'an 
produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan 
rumah tangga pada distributor produk perbekalan 

kesehatan rumah tangga ; 
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jl.melaksanakan penerimaan perbekalan kesehatan 

melalui saLU pintu untuk perbekalan kesehatan 

hasil pengadaan maupun dari obat program ; 

j2. mclaksanakao penyimpanan dan pemellharaan 

pcrbekaJan keseb.atan melalui pengamatan mun.1 

clan khasiat obat secara umum baik yang ada 

dalam persediaan maupun yang akan 

didistti busikan ; 

j3. melaksanakan pendistribusian perbekalan 

kesehatan melalui satu pinlu pada unil pelayanan 

kcsehatan yang ditclapkan KepaJa Dinas ; 

jS. melaksanakan pcncataran clan pelaporan tentang 

perscdiaan dan penggunaan perbeka.lan kesehatan : 

j6. melaksanakan pemantauan, monitoring dan 

evaluasi serta pemusnahan obat kadaluarsa ; 

k. melakukan kalibrasi aJat kesebat.an di lingkungan 

Oinas dan UPTD-nya: dan 

I. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh KepaJa Bidang Pclayanan dao 

Sumber Daya Kesehatan. 

(3) Seksi Sumber Daya Kesehalan sebagaimana 

d.imaksud dalam PasaJ 15 ayat (1) hun1f c mempunyai 

rugas: 

a. melakukao penyusunan perencanaan program clan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Sumber Daya Kesehatan ; 

b. melakukan pcla.ksanaan kebijakan teknis, 

koordinasi, pcmbinaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang perencanaan, pendayagunaan , 

peningkatan kompetcnsi dan pcmbinaan mutu 

sumber d.aya manusia kesehatan : 

c. mclakukan pcmbe-rian rckomendasi pengajuan izin 

rumab sakit umum kelas C dan kelas D, rumah 

sakit khusus kelas C, klinik, puskcsmas, apotek, 

Jaboratorium klinik pratama, optikaJ, toko obat dan 

sarana penunjang kesehatan yang setara; 

d. melakukan pembinaan reknis dan pengawasan 

operasiona I apotek, laboratorium klinik, op1.ikal, 

toko obat dan sarana pentuijang kesehatan yang 

setara; 
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e. melakukan pemberian rckomcndasi pengajuan 

surat izin. praktik dan sural izin kcrja tenaga 

kesehatan sesuai lrelenluao peraturan perundang

undangan; 

f. mclakukan penyiapan bahan pendukung 

pemberian izin pe.nyelengga.raan sarana petayanan 

kesehatan tertentu (termasuk izin gangguan/HO} 

yang ctiberikan oleh Pemerin Lah Daeral, ; 

g . melakukan pengumpulan dan mengevaJuasi data 

tenlang sarana pelayanan kesehatan dan tenaga 

kesehata.n; 

h. melakukan pengawasan dan pengendalian 

pengembangan ilmu pengctahuan dan teknologi 

kcsehacan atau kedokteran canggih ; 

i. meJakukan penyiapan baban pemberian 

rekomendasi izin sarana kesebatan tertentu yang 

diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Provinsi; 

J. melakukan penilaian angka !credit tenaga 

kesehatan yang menduduki jabatan fungsionaJ 

rumpun kesehatan ; 

k. melakukan pcrcnc,.oaao dan pengembangan 

kompetensi su:mber daya manusia kesehatan 

untuk di lingkungan din.as ; 

I. menyiapkan bahan fasilitasi kebijakan teknis dan 

standarisasi tenaga kesehalan, pendidikan 

berkelanjutan, dan pengembangan jabatan 

fungsional ; 

m. menyiapkan bahan koordinasi registrasi tenaga 

kesehata.n; 

n. melakukan pelaksanaan kebijakan te.kuis, 

koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan 

kesehatan ; dan 

o. melakukao tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan 

Sumber Daya Kesehatan. 
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7. Ketcntuan huruf a, huruf b, huruf c ayat (1) Pasal 18 

ellubah, sehi.ngga Pasal 18 secara kesclurubao bcrbunyi 

sebagai berikul: 

Pasal 18 

( l) Bidang Kelua.rga Be,encana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal l 7 t.erellri dan : 

a . Scksi Pclayanan Keluarga Bercncana; 

b. Seksi Kctahanan dan Kesejaht.eraan Keluarga ; dan 

c. Seksi Pengendalian Penduduk, Pcnyuluha1, dan 

Penggeraka.i1.. 

(2) Seksi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) masing

masing dipimpin oleh seorang KepaJa Scks1. yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Keluarga Berencana 

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehi_11gga Pasal 19 secara 

keseluruban berbunyi sebagai berikut · 

Pasall9 

(1) Seksi Pelayanan Kelua.rga Berencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal l 8 ayal (I) huruf a mempunyai 

tugas: 

a. melakukan pcnyusunan perencanaan program 

evaluasi pelaksanaan Lugas-t ugas pada Seksi 

Pelayanan Keluarga Berencana; 

b. melaksanakan kebijakan leknis ell Seksi 

Pelayanan Keluarga Berencana ; 

c. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar 

prosedur dan kritcria di Seksi Pelayanan Kelua.rga 

Bcrcncana; 

d. mdaksanakan pengcndalian dan pema.ntaua.n 

pencrimaan, penyimpa.nan dan pendislribusian 

alaL dan obat konLrasepsi ; 

e- melaksanakan pelayanan Keluarga Bcrcncana ; 

r. melaksanakan pembinaan kescrtaa.n ber-KB ; 

g. mela.ksanaka.n pema.nLauan dan cvaluasi ell 

bidang keluarga bercncana ; 

h. me.mberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di 

bidang kcluarga bercncana ; dan 
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1. melakukan tugas lain yang bersifat kedlnasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelua.rga 

Berencana. 

(2) Scksi Ketahanan dan Kcsejahteraan Keluarga 

sebagai.rnana climaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hun1r b 

mempunyai tugas : 

a. melakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pclaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ; 

b. melakukan perumusan kebijakan leknls di Seksi 

Ketahanan dan Kesejabteraan Keluarga ; 

c. mclaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria 

bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

d. melaksanakan kcbija.kan leknis daerah di bidang 

bina keluarga balita ; 

e. melaksanaka.n kebijakan Leknis daerah bidang 

pembinaan ketahanan rcmaja ; 

r. melaksanakan kebijakan Leknis daerah di bidang 

bina keluarga lansia dan rentan ; 

g. rnelaksanakan kebijakan leknis daerab di bidang 

pem berdayaan keluarga sejahlera melalui usaha 

mikro kclua.rga ; 

h. melakukan pcmantauan dan evaluasi bidang 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; 

1. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan 

tugasnya; 

J. membcrikao birnbingan Lekrus dan fasil.ilasi bidang 

kesejahceraan dan ketahanan keluarga; dan 

k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana. 

(3) Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayal (l) huruf c mempunyai tugas: 

a. mela.lnikan penyusunan perencanaan program dan 

cvaluasi pelaksanaan tugas-tugas pad.a Seksi 

Pengl!ndalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakan ; 
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b. melakukan pe-rumusan kebijakan teknis daerab di 

bidang pcngeodalian penduduk, sistem infonnasi 

keluarga, penyuluhan, 

bidang pengendalian 

Berencana; 

advokasi dan penggerakan 

pendu<luk dan Kelua,ga 

c. mel-a.ksanakan kcbijakan Leknis dacrah di bidang 

pengendalian penduduk, sistem lnformasi keluarga, 

penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang 

pengendalian pendud1..1k dan Keluarga Berencana; 

d. mclaksanakan nonna, sLandar, prosedur dan kriteria 

bidaog peagendalian pcnduduk, sislem informasi 

ke.luarga, penyuluhan, 

bidang pengendalian 

advokasi dan pengger-c1.kan 

penduduk dan Keluarga 

Berencana ~ 

e. melaksanakan pemaduan clan sinkroaisasi kcbijakan 

Pemerintah Daeral1 dalam rangka pengendalian 

kuantfr.as penduduk ; 

r. mclaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian 

penduduk; 

g. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan pecan 

scrta organisasi kemasyarakalan 

bidang pengendalian penduduk 

Berencana; 

LingkaL daerah 

dan Keluarga 

h. melaksanakan pendayagunaan tenaga 

Keluarga. Berencana/ Petugas Lapa11gan 

Kader KB; 

Penyuluh 

KB dan 

1. mclaksanakan pcmantauan dan cva1uasi bidang 

pcngendalian penduduk, sistem informasi kelua.rga, 

penyuluhan, advokasi dan penggetakan bidang 

pengendalian penduduk dan Keluarga ; 

j. mcmberikan bimbingan teknis dan fasi!itasi bidang 

pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, 

penyuluhan. advokasi dan penggerakan bidang 

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; 

k. mdaksanakan koordinasi dalam pcla ksanaan 

tugasnya ; dan 
l. mclakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oJ,eh Kcpala Bidang Keluarga Derencana. 

9. Pasal 22 dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaJ 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di MAD I UN 

pada tanggal 14 September 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIY ANTO, SH, M.Hum. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 
• 

ttd 

RUSDIYANTO, SH. M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 26/G 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b . 
.. , .,.,....IAN HUKUM 

f,;.\),o~f 

'l---:::=1 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 
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